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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara 

yang memiliki posisi dan letak geografis yang cukup 

strategis. Karena keberadaan Indonesia sebagai salah satu 

negara kepulauan yang berada pada posisi silang di 

kawasan Asia Tenggara memberikan peluang yang cukup 

besar bagi Indonesia mengadakan hubungan kerjasama 

internasional terutama dengan negara-negara maju di 

dunia. Adapun contoh hubungan diplomatik antara 

Indonesia dengan  dengan Jepang, Indonesia dengan 

Korea Selatan, Indonesia dengan Amerika, maupun 

Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC), dan 

lainya. 

Kerjasama antar daerah dapat menjadi salah satu 

alternatif inovasi/konsep yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi dan efektivitas, sinergis dan saling 

menguntungkan terutama dalam bidang-bidang yang 

menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan 

desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai 

payung regulasi (peraturan pemerintah) mendorong 

kerjasama antar daerah. Kerjasama diharapkan menjadi 

satu jembatan yang dapat mengubah potensi konflik 

kepentingan antar daerah menjadi sebuah potensi 

pembangunan yang saling menguntungkan. 

Di sisi lain, arus globalisasi kian tak terbendung 

dalam konteks dinamika masyarakat antar bangsa dan 

mengarahkan dunia menjadi lebih terintegrasi. 

Pengaruhnya telah merambah ke berbagai penjuru dunia 

sehingga mampu meruntuhkan berbagai penghalang 

artifisial bagi arus barang, jasa, modal, pengetahuan dan 

orang-orang diperbatasan. Karenanya, globalisasi  

menuntut adanya peningkatan hubungan luar negeri yang 

signifikan dan tidak terbatas.  
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Masuknya dunia pada era globalisasi memperluas 

cakupan kerjasama daerah dalam suatu negara maupun 

antara satu daerah dan pihak luar negara. Aktor kerjasama 

pun tidak hanya pejabat-pejabat pemerintahan, tetapi juga 

pihak swasta dan masyarakat. Kerjasama yang terjadi 

dalam rangka membangun daerah dapat dijalin antar-

pemerintah daerah dalam suatu negara ataupun pemerintah 

daerah dengan pemerintah negara lain atau pihak asing. 

Artinya hubungan kerjasama tidak harus selalu berupa 

hubungan antar negara, melainkan dapat pula berupa 

hubungan kerjasama antar propinsi/ kabupaten/ kota. 

Mengingat kenyataan bahwa kota- kota di setiap negara 

memiliki peran yang penting dan cukup signifikan dalam 

kedudukannya sebagai sumber ekonomi dan perdagangan, 

ilmu pengetahuan dan teknologi serta pusat tenaga kerja 

potensial yang mendukung jalannya proses globalisasi 

tersebut. 

Semakin majunya perkembangan zaman, 

melahirkan sebuah era globalisasi dimana teknologi yang 

semakin canggih berkembang pesat memudahkan suatu 

hubungan yang dijalin tidak hanya antar negara saja tetapi 

individu antar individu maupun individu dengan negara. 

Maka dapat dikatakan bahwa hubungan internasional saat 

ini tidak lagi bersifat state centris. Dalam hubungan yang 

non state centris ini, aktor- aktor dapat berwujud INGO 

(International Non-Government Organization) atau aktor-

aktor non Negara, foundation, kelompok kepentingan 

ekonomi, perusahaan multinasional bahkan bagian-bagian 

dari birokrasi pemerintah negara (pemerintah daerah).
1
 

Pada masa globalisasi saat ini, kerjasama 

internasional tidak hanya terbatas pada kerjasama yang 

dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi kerjasama 

internasional bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah 
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dan juga pemerintah kota sebagai aktor internasional. Hal 

ini dapat terjadi dengan adanya dukungan dari pemerintah 

pusat berupa kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan di 

Indonesia pada khususnya. Salah satu contoh kerjasama 

internasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya adalah kerjasama Sister City dengan kota 

Seattle, Busan, Kochi, Guangzhou, Xiamen dan Varna dan 

lainya. 

Indonesia dan Jepang memulai hubungan keduanya 

dengan cara penjajahan. Namun setelah meredamnya 

perang, Indonesia dan Jepang saling berhubungan baik 

untuk memenuhi kepentingan negaranya masing-masing. 

Dimulai dari bantuan penyelesaian krisis yang dialami 

Indonesia, hubungan diplomatik dengan Jepang terus 

berlanjut hingga sekarang. hubungan diplomatik antara 

Indonesia dengan Jepang Dibuka pada bulan April 1958 

dengan Penandatanganan Perjanjian Perdamaian antara 

Jepang dan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama 

ditandatangani pula Perjanjian Pampasan Perang. 

Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara 

Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963.
2
 

Jepang telah banyak memberikan bantuan kepada 

Indonesia, baik dalam hal pendanaan, pembangunan 

struktur dan infrastruktur, dan dinamika politik. Telah 

banyak proyek yang dihasilkan dalam kerjasama Indonesia 

– Jepang, terutama dalam bidang ekonomi kemudian 

sosial dan juga politik. Jerih payah Indonesia dalam 

berdiplomasi demi membangun kerjasama yang baik 

dengan Jepang diharapkan akan terus memperoleh 

keuntungan bagi Indonesia dan juga keuntungan bagi 

Jepang.
3
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 http://www.id.emb-japan.go.jp/birel_id.html diakses pada 
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3
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Banyaknya kerjasama, banyaknya bantuan pasti 

sedikit menyisakan nilai plus dan minus. Contohnya 

bantuan yang diberikan oleh jepang berupa ODA (Official 

Development Assistance) atau bantuan pembangunan 

resmi, Penyaluran ODA kemudian tujukan guna 

mendukung proses investasi yang ada. ODA berfungsi 

sebagai „jalan‟ bagi investasi Jepang itu sendiri yang ingin 

masuk ke Indonesia. Selain itu pula, ODA juga ditujukan 

untuk „melindungi‟ investasi yang telah ada di Indonesia 

sebelumnya. Investasi ini kemudian terkait dengan 

perdagangan. ODA memiliki peranan yang cukup penting 

bagi peningkatan volume perdagangan Jepang dengan 

Indonesia, khususnya untuk perdagangan barang-barang 

mentah dari Indonesia dan perdagangan produk industri 

Jepang ke Indonesia. Investasi dan perdagangan inilah 

yang kemudian semakin memperkuat hubungan-ekonomi 

yang asimetris antara Jepang dengan Indonesia. Berbagai 

bentuk hasil kerjasama Indonesia dengan Jepang tidak 

selalu berjalan dengan baik. Indonesia dapat secara 

perlahan memperbaiki pembangunan dengan bantuan 

Jepang dan tentu mendapatkan pula berbagai keuntungan 

yang dapat dirasakan. Namun demikian ada pula sisi 

negatif dari kerjasama ini yang menunjukan bahwa 

Indonesia hanya dijadikan alat oleh Jepang dalam 

memperoleh kemakmuran negaranya.
4
 

Pentingnya diplomasi dari setiap negara ke negara 

lain diharapkan dapat memperoleh hasil dan tujuan yang 

akan dicapai. Demikian dengan kerjasama yang dilakukan 

oleh Indonesia dengan Jepang sebagai bentuk 

pengapresiasian diplomasi, yang diharapkan dapat 

                                                     
4
 Raimon, Ricky. Peran Bantuan Luar Negeri Jepang 

Dalam Memperkuat Hubungan Ekonomi Asimetris Dengan 

Indonesia.Dalamhttps://www.academia.edu/12426188/Peran_Bantua

n_Luar_Negeri_Jepang_Dalam_Memperkuat_HubunganEkonomi_A

simetris_Dengan_Indonesia_Studi_Kasus_ODA_Official_Developm

ent_Assistance_Jepang_Di_Indonesia_Pasca_Krisis_Asia_1999-
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https://www.academia.edu/12426188/Peran_Bantuan_Luar_Negeri_Jepang_Dalam_Memperkuat_HubunganEkonomi_Asimetris_Dengan_Indonesia_Studi_Kasus_ODA_Official_Development_Assistance_Jepang_Di_Indonesia_Pasca_Krisis_Asia_1999-2008.%20%20hlm.24
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mencapai kepentingan nasional Indonesia dan menjaga 

hubungan baik antar negara. Dan Jepang pun menjalankan 

praktek diplomasi dengan Indonesia untuk mencapai 

kepentingan nasional negaranya. Tidak ada kekerasan 

yang digunakan dalam penanganan kerjasama ini 

melainkan diplomasi untuk bernegosiasi terhadap 

kepentingan satu sama lain.
5
 

Kochi adalah ibukota Prefektur Kochi yang berada 

di Pulau Shikoku, bagian selatan Kepulauan Jepang. 

Pemerintah Kota Kochi mulai menjalin kerjasama sister 

city dengan Pemerintah Kota Surabaya sejak tahun 1997. 

Penandatangan kerjasama “Sister City ” berupa nota 

kesepahaman atau MoU (Memorandum of Understanding) 

kedua kota dilaksanakan tanggal 31 Agustus 1997 

Sebagaimana diketahui, kerjasama sister city Surabaya 

dan  Kochi di mulai pada tanggal  14 Juni 1996 setelah 

kedua pemimpin menandatangani Letter of Intent 

kerjasama Sister City di kota Surabaya. Formalisasi dari 

hubungan tersebut kemudian direalisasikan saat mereka 

memiliki itikad yang sama untuk meningkatkan status 

kerjasama dalam bentuk MoU. Hari bersejarah dari 

kerjasama Sister City antara Surabaya dan  Kochi terjadi 

di surabaya, 17 April 1997. Kemudian, Surabaya dan 

Kochi secara resmi menjadi keluarga.  

Bentuk-bentuk kerjasama yang sedang berjalan 

antara Kota Surabaya dengan Kota Kochi yaitu kerjasama 

pelabuhan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan tata kota. 

Surabaya menjalin hubungan kerjasama dengan Kochi 

tentu memiliki kepentingan dan tujuan yang tentu 

menguntungkan kedua kota. Kesamaan antara kedua kota 

jelas bahwa kedua kota sama-sama kota pelabuhan. 

Penulis merasa perlu untuk mengetahui kepentingan kedua 

                                                     
5
http://www.academia.edu/8756346/Hubungan_Kerjasama_

Antara_Indonesia_dengan_Jepang_dalam_Economic_Partnership_A

greement_EPA_Disusun_Oleh diakses pada tanggal 15 November 

2016 pukul 12:58 

http://www.academia.edu/8756346/Hubungan_Kerjasama_Antara_Indonesia_dengan_Jepang_dalam_Economic_Partnership_Agreement_EPA_Disusun_Oleh
http://www.academia.edu/8756346/Hubungan_Kerjasama_Antara_Indonesia_dengan_Jepang_dalam_Economic_Partnership_Agreement_EPA_Disusun_Oleh
http://www.academia.edu/8756346/Hubungan_Kerjasama_Antara_Indonesia_dengan_Jepang_dalam_Economic_Partnership_Agreement_EPA_Disusun_Oleh
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kota serta tujuan dan bentuk kerjasama kedua kota 

tersebut. 

Sebagai warga Surabaya saya merasa perlu untuk 

memperlajari dan mengetahui lebih jauh tentang 

kerjasama yang telah dan sedang dilakukan oleh kota 

dimana saya tingal. Oleh karenanya dalam penelitian ini 

saya akan membahas tuntas salah satu kerjasama yang di 

jalin oleh Kota Surabaya dengan Kota Kochi, Jepang. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas maka memunculkan pertanyaan :  

Bagaimana Pengaruh kerjasama Sister City antara Kota 

Surabaya dengan Kota Kochi terhadap kemajuan Kota 

Surabaya? 

C. Kerangka Teori 

Untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan 

analisa terhadap permasalahan yang dihadapi serta untuk 

memilih kerangka pemikiran yang tepat dalam membentuk 

hipotesa, maka diperlukan untuk kerangka teoritis. Untuk 

menjelaskan bagaimana dampak kerjasama sister city 

antara kota Surabaya dengan kota Kochi, penulis 

mnggunakan:  

1. Teori Kerjasama Internasional 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori 

kerjasama internasional, karena dalam tatanan 

hubungan internasional seperti saat ini, tidak satu 

negara pun yang mampu berdiri sendiri untuk 

memenuhi kebutuhan atau kepentingannya tanpa 

menjalin kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama 

perlu dilakukan sebab adanya saling ketergantungan 

antar negara akibat dari semakin komplek dan 

dinamisnya kebutuhan masyarakat yang tidak melulu 

dapat dipenuhi di dalam negaranya sendiri. Seperti 

yang dikatakan oleh Koesnadi Kartasasmita bahwa 

kerjasama internasional merupakan suatu keharusan 

sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan 
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bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam 

masyarakat internasional.
6
  

Mengenai kerjasama internasional, terdapat 

beberapa definisi yang diberikan oleh K.J. Holsti, 

salah satunya adalah “Pandangan bahwa dua atau 

lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu 

dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau 

dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
7
 Atau dengan 

kata lain kerjasama internasional diartikan sebagai 

suatu perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh 

dua pihak atau lebih (negara atau aktor internasional 

lainnya) dengan tujuan untuk mencapai kemajuan 

bersama serta meraih kepentingan yang hendak 

dicapai. Di dalam hubungan internasional yang 

bersifat transnasional seperti saat ini, aktor sub 

state/pemerintah regional (pemerintah daerah) juga 

turut serta untuk melakukan kerjasama internasional. 

Tuntutan zaman mendesak daerah untuk dapat lebih 

aktif melaksanakan berbagai kerjasama baik dalam 

lingkup nasional maupun internasional, dimana 

diharapkan dari kerjasama tersebut dapat membantu 

daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan atau 

kepentingannya.  

Hubungan dan Kerjasama Internasional muncul 

karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara 

yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi 

                                                     
6
Koesnadi Kartasasmita, Administrasi Internasional, 

Lembaga Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Administrasi Bandung, 

1977, hlm. 19, dalam Zulkifli. 2007. Kerjasama Internasional 

Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi 

Kasus Indonesia).Tesis diterbitkan. Jakarta: Universitas Indoneisa, 

diakses dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674...%20Kerjasama% 

20inter na sional.pdf, diakses pada 17 November 2016 pukul 13:06 
7
K.J. Holsti, Politik Internasional; Kerangka Untuk 

Analisis, Jilid II, Terjemaham M. Tahrir Azhari, Jakarta, Erlangga, 

1988, hlm. 652-653 
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yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan 

suatu negara membutuhkan kemampuan dan 

kebutuhanya yang ada di negara lainya. Kerjasama 

internasional akan menjadi sangat penting sehingga 

patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar 

berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat 

dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan 

dan saling pengertian antar negara satu dengan lainya.
8
 

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama 

internasional dapat didefinisikan sebagai berikut
9
: 

a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, 

nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat 

menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau 

dipenuhi oleh semua pihak sekaligus. 

b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa 

kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya 

akan membantu negara itu untuk mencapai 

kepentingan dan nilai-nilainya. 

c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara 

dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan 

persamaan kepentingan atau benturan 

kepentingan. 

d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi 

dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan 

persetujuan. 

e. Transaksi antar negara untuk memenuhi 

persetujuan mereka. 

                                                     
8
 Zulkifli. Kerjasama Internasional Sebagai Solusi 

Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia). 

Dalam http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20305674-T30935%20-
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Kota Surabaya yang bekerjasama dengan kota 

Kochi. Kedua kota tersebut sama – sama memiliki 

kepentingan serta tujuan yang sama dalam 

membangun perekonomian dan saling bertukar 

kebudayaan maupun pendidikan melalui kerjasama 

Sister City. Kerjasama yang terjalin sangat 

menguntungkan Surabaya mengingat kota Kochi yang 

merupakan kota yang maju. Kota Surabaya dan Kota 

Kochi Jepang dalam hal ini saling menguntungkan, 

tentu saja karena kepentingan kedua kota yang sama-

sama ingin lebih maju, sehingga dengan menjalin 

kerjasama diharapkan akan dapat semakin memajukan 

kedua kota. Penulis akan membahas lebih lanjut 

mengenai kepentingan kedua kota dalam bab 

selanjutnya serta penulis akan menjelaskan mengenai 

tujuan kota Surabaya melakukan kerjasama dengan 

Kochi dan bidang dari hubungan kerjasama sister city 

tersebut. 

D. Konsep Paradiplomacy 

Paradiplomacy adalah sebuah fenomena baru dalam 

kajian hubungan internasional. Dimana, paradiplomasi ini 

dalam pandangan Stefan Wolff sebagai, “.. as an 

emerging policy capacity of sub-state entities in general 

can be enjoyed by both state and (or provinces, regions, 

Lander) of federation and autonomous entities of 

otherwise unitary state.” Disini Paradiplomasi diartikan 

sebagai kapasitas dalam melangsungkan aktifitas 

kerjasama luar negeri oleh suatu daerah dapat 

dilangsungkan baik dalam berupa negara kesatuan maupun 

negara federasi. Dalam pandangan Wolff juga, hubungan 

yang dilangsungkan dalam arena internasional ini sebagai 

upaya pencapaian dari sebuah kepentingan secara spesifik. 

Pada awalnya, konsep paradiplomasi baru dikemukakan 

oleh Panavotis Soldatos dan kemudian dikembangkan oleh 

Ivo Duchacek yang pada perjalanannya digunakan untuk 

menjelaskan hubungan-hubungan internasional yang 

dilakukan oleh aktor sub nasional. 
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Fenomena diplomasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah ini beragam dalam interaksinya, baik 

berupa kerjasama sister-city, sister province, Foreign 

Direct Investment (FDI), proyek bersama, pengiriman 

delegasi, dsb. Sementara Ivo Duchacek, menjabarkan tiga 

tipe dari paradiplomasi; tipe pertama, adalah transborder 

paradiplomacy, yaitu merujuk pada hubungan 

internasional formal maupun informal oleh pemerintah-

pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun 

berbatasan langsung secara geografis. Tipe kedua, 

transregional paradiplomacy, yaitu hubungan diplomasi 

yang dilakukan oleh sub nasional yang berbeda negara dan 

tidak berbatasan langsung. Namun, kedua sub nasional ini 

masih berada dalam satu kawasan yang sama. Tipe ketiga, 

global paradiplomacy, yaitu pemerintah sub nasional yang 

melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang 

berbeda, dari kawasan yang berbeda dan dari berbagai 

belahan dunia.
10

 

Paradiplomacy mengacu pada perilaku dan 

kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan 

pihak asing yang dilakukan oleh entitas „sub-state’, atau 

pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan 

mereka secara spesifik.
11

 Atau, paradiplomacy merujuk 

pada hubungan internasional yang dilakukan institusi sub 

nasional, regional, lokal, (bukan pemerintah pusat), untuk 

kepentingannya.
12

 Pada penelitian ini, penulis 
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menggunakan konsep paradiplomacy untuk menjelaskan 

kepentingan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjalin 

kerjasama sister city dengan Kota Kochi. 

Sesuai dengan konsep paradiplomacy bahwa 

hubungan luar negeri yang dilakukan oleh Surabaya dan 

Kochi merupakan bentuk Global Paradiplomacy, hal ini 

karena Surabaya dan Kochi merupakan aktor sub Nasional 

yag berbeda negara maupun kotanya. pemerintah daerah 

dilakukan karena adanya kepentingan yang dimiliki. 

Kepentingan yang dimiliki oleh tiap-tiap pemerintah 

daerah tentunya berbeda-beda, tetapi biasanya kepentingan 

tersebut terkait erat dengan masalah pembangunan daerah. 

Dikutip dari buku “Paradiplomacy: Kerjasama Luar 

Negeri Oleh Pemda Di Indonesia”, yang mengatakan 

bahwa, hubungan dan kerjasama internasional yang dibuat 

oleh pemda itu sebagian besar akan diorientasikan untuk 

peningkatan ekonomi daerah dan dukungan terhadap 

berbagai program kerja di sektor-sektor unggulan seperti 

pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
13

 Sebelumnya juga 

dipaparkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah untuk dapat menjalin interaksi 

internasional adalah sebagai pintu bagi pemerintah daerah 

untuk membangun jejaring internasional guna 

meningkatkan daya saing dan perluasan investasi 

daerahnya.
14

 Paradiplomacy atau hubungan luar negeri 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah inipun dapat 

dilakukan dengan sesama pemerintah daerah setingkat 

yang berada di luar negeri ataupun dengan institusi swasta 

asing non pemerintah. 

                                                                                                     
diakses dari http://download.portalgaruda. org/article.php?article 

=114777 &val=5263, Dalam KERJASAMA SISTER CITY 

ANTARA KOTA SURABAYA DENGAN KOTA BUSAN KOREA 

SELATAN. http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t52176.pdf diakses 

pada 17 November 2017 pukul 00:54   
13

 Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 9.   
14

 Takdir Ali Mukti, op.cit., hlm. 8.   

http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t52176.pdf
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Konsep paradiplomacy yang merupakan suatu 

konsep yang menjelaskan hubungan antar daerah lintas 

Negara atau hubungan Diplomasi yang dilakukan oleh 

sub-state sebagaimana hubungan yang dilakukan oleh 

Surabaya dan Kochi merupakan suatu pengaplikasian 

konsep Paradiplomacy yang dimana aktor nya yaitu 

Surabaya maupun Kochi merupakan sub bagian dari suatu 

Negara atau disebut dengan substate. Paradiplomacy 

bukan merupakan hubungan antar Negara, melainkan 

hubungan antar substate lintas Negara, sehingga sangat 

tepat untuk menjelaskan hubungan antara Surabaya dan 

Kochi. 

Dapat disimpulkan bahwa Paradiplomacy antara 

Surabaya dan Kochi sudah berjalan dengan baik karena 

sama-sama mengusung kepentingan daerah sebagai dasar 

dari tercapainya hubungan kedua kota, terlepas dari politik 

luar Negeri Negara induk dimana kedua kota berada. 

E. Hipotesa 

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka teori 

maka pengaruh kerjasama sister city antara Kota Surabaya 

dengan Kota Kochi Jepang terhadap sistem informasi 

kedua kota yaitu  

1. Meningkatkan intensitas perdagangan dan modernisasi 

pelabuhan yang berhasil meningkatkan dan 

memajukan perekonomian kedua kota. 

2. Berhasilnya memajukan kota Surabaya dalam bidang-

bidang yang dijadikan kerjasama. 

F. Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan ini adapun tujuan penelitian dari 

penjabaran di atas yaitu: 

1. Memberikan suatu gambaran tentang sister city 

2. Meneliti hubungan kerjasama antara kota Surabaya 

dengan kota Kochi 

3. Faktor pendorong dan hasil dari kerjasama antara kota 

Surabaya dengan kota Kochi 
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4. Sebagai syarat mendapatkan gelar S.IP di Jurusan 

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

G. Jangkauan Penelitian 

Penelitian ini menjelaskan tentang kepentingan yang 

dimiliki oleh Kota Surabaya dalam kerjasama sister city 

dengan Kota Kochi. Selain itu juga pada bentuk-bentuk 

kegiatan kerjasama apa saja yang telah berlangsung dari 

kepentingan Kota Surabaya tersebut. Dalam hal ini, 

mengingat kerjasama antara Kota Surabaya dan Kota 

Kochi yang telah berlangsung selama hampir dua puluh 

tahun, maka kemungkinan data-data terdahulu akan sulit 

untuk ditemukan, maka penulis menetapkan jangkauan 

penelitian untuk data-data yang akan diperlukan diambil 

dari tahun 2012 sampai 2015. Namun tidak menutup 

kemungkinan bahwa data yang digunakan adalah data di 

luar rentan waktu tersebut selama data yang digunakan 

masih relevan dengan isu yang dibahas. 

Penulis juga menggunakan data hasil dari 

wawancara dengan orang yang berhubungan dengan 

kerjasama Sister City di Pemkot Surabaya agar 

mendapatkan data yang lebih akurat agar lebih 

mempermudah penulis dalam menyelesaikan 

penelitiannya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai 

berikut : 

BAB I merupakan bab pendahuluan yang berisi tujuan 

penelitian, latar belakang masalah, rumusan 

masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II akan menerangkan tentang objek penelitian dari 

kota Surabaya dan kota Kochi meliputi dari 

letak Geografis maupun potensi-potensi yang 

dimiliki serta menguraikan tentang hal-hal apa 
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saja yang mendorong terjadinya kerjasama 

tersebut. 

BAB III akan membahas tentang program sister city 

antara kota Surabaya dengan kota Kochi, yaitu 

tentang kepentingan pemerintah kota Surabaya 

terkait kerjasama tersebut. 

BAB IV menjelaskan tentang Pengaruh yang didapat dari 

kerjasama tersebut yang didapat dari masing-

masing bidang kerjasama yang telah dijalankan 

pada bidang Informasi, Pendidikan, 

Perekonomian, Kesehatan, Transportasi. 

BAB V Kesimpulan 

  




